A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melakukan pengujian terhadap pengaruh belanja pemerintah daerah

(provinsi dan kabupaten/kota) secara kuantitatif, dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:
1.

Setelah diuji secara disagregasi berdasarkan Klasifikasi ekonomi, belanja

pemerintah daerah memiliki pengaruh beragam terhadap pertumbuhan ekonomi

regional, yaitu:

a.

Belanja pegawai pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Belanja barang dan jasa pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Belanja bunga pemerintah daerah secara statistik berpengaruh signifikan
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Belanja subsidi pemerintah daerah secara statistik tidak signifikan
memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Belanja hibah pemerintah daerah secara statistik tidak signifikan memengaruhi
pertumbuhan ekonomi regional

Belanja bantuan sosial pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara

statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
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g. Belanja modal pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara statistik
signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

h. Belanja tidak terduga pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara
statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Secara simultan, belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:
Penggabungan data daerah otonom baru dengan data daerah induknya dapat
menimbulkan permasalahan, yaitu akan terjadi lonjakan data belanja daerah induk
pada tahun saat datanya digabungkan. Hal tersebut merupakan keterbatasan dalam
penelitian ini yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
Beberapa penelitian sebelumnya melakukan pengujian reverse causality untuk
membuktikan berlaku atau tidaknya Wagner’s Law dalam model penelitian, yaitu
teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi pertumbuhan
belanja pemerintah, bukan sebaliknya. Namun, pada penelitian ini, pengujian
tersebut tidak dilakukan karena asumsi yang digunakan adalah bahwa peningkatan
belanja pemerintah akan memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian yang dilakukan hanya ditekankan dari segi pertumbuhan ekonomi
jangka panjang sehingga tidak melakukan pengujian atas pengaruh belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh kebijakan fiskal khususnya belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan periode penelitian yang
sangat panjang, rata-rata dua puluh tahun sehingga pengaruh variabel belanja
daerah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat tergambarkan dengan
baik. Pada penelitian ini, ketersediaan data time-series terbatas yaitu hanya sebelas
tahun (tujuh periode observasi setelah diberi perlakuan rata-rata bergerak).
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Menurut banyak literatur, determinan pertumbuhan ekonomi ada banyak, tetapi
dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel kontrol yang dapat

memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada peneliti lain dan instansi

pemerintah yang terkait adalah sebagai berikut:

1.

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan tujuan yang krusial bagi pemerintah
daerah, tetapi bukan satu-satunya kriteria yang menjadi dasar bagi pemerintah
daerah dalam menentukan alokasi belanja daerah. Terdapat tujuan lain yang tidak
kalah penting untuk dipertimbangkan. Meskipun belanja modal pemerintah daerah
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur
melalui belanja modal harus dilakukan agar dapat mengurangi kesenjangan
fasilitas layanan dasar publik antardaerah. Pemerintah daerah harus dapat
merumuskan struktur belanja modal dan belanja infrastruktur yang berkualitas dan
efektif sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Namun, apabila
pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang paling mendesak dari pemerintah
daerah, maka pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya
keuangannya pada belanja yang memiliki dampak negatif paling minimum
terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dapat mengarahkan kebijakan
penggunaan dana transfer untuk pos-pos belanja yang menurut beberapa teori dan
literatur penelitian dapat berdampak terhadap perekonomian, misalnya belanja
modal untuk pendidikan.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi
untuk memperbaiki manajemen belanja daerah, khususnya belanja modal dan
bantuan sosial. Dengan begitu, diharapkan belanja tersebut dapat efektif mencapai
tujuannya.

Mengingat hasil penelitian menyatakan bahwa semua kategori belanja berdasarkan

klasifikasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional,
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peneliti selanjutnya dapat menguji pengaruh belanja pemerintah daerah
berdasarkan fungsi, misalnya belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja
subsidi dan transfer, serta belanja bantuan sosial untuk fungsi Pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui ada
atau tidaknya permasalahan endogenitas dan reverse causality antara belanja
pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat
menggunakan metode statistik yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan

tersebut jika ditemukan dalam penelitian serupa.
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